
BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
URUSAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Arsip untuk

pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara

efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan

penyusutan arsip urusan pemerintahan daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu diatur
Jadwal Retensi Arsip,

b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan

keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan

berbangsa, untuk mewujudkan tata kelola kearsipan

yang efektif dan efisien serta untuk mendukung

terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai

dengan Jadwal Retensi Arsip, perlu untuk menyusun
Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemeriksaan

dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak,

C. bahwa Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi
Keuangan dan Substantif Pemerintahan Daerah telah

disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

. dengan surat persetujuan Nomor : B-PK.

02.09/218/2019 tentang Persetujuan Jadwal Retensi

Arsip Fungsi Keuangan dan Substantif Pemerintahan

Daerah Kabupaten Siak,
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi

Arsip Substantif Urusan Pemeriksaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak,

Mengingat “1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

W

hid9ATA



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398):

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 5286),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Siak.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Siak.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan
tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
Arsip Daerah Kabupaten adalah Lembaga kearsipan berbentuk orgsanisasi
perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang
kearsipan pemerintah daerah kabupaten yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten.
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.
Survei Arsip adalah mengumpulkan informasi tentang tujuan dan fungsi
organisasi pencipta arsip, memahami misi utama organisasi pencipta arsip,
memahami fungsi organisasi pencipta arsip, memeriksa dan mencatat
seluruh kegiatan organisasi pencipta arsip yang mendukung masing-masing
fungsi.
Rekapitulasi Data Arsip adalah kegiatan menuangkan hasil survei arsip,
informasi yang diolah berupa jenis arsip, usulan masa simpan (aktif dan
inaktif), usulan nasib akhir (musnah, permanen/dinilai kembali),
konsep/draf JRA sudah terbentuk, konsep sebagai bahan diskusi untuk
menetukan JRA secara final.
Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem
kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana
dan sarana, serta sumber daya lainnya.
Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip adalah proses/tahapan
pembuatan Jadwal Retensi Arsip yang mencakup tahapan penyusunan,
permohonan persetujuan dan pengesahan dalam peraturan perundang-
undangan.
Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Pengesahan JRA adalah penetapan JRA dalam bentuk peraturan atau
keputusan oleh pimpinan pencipta arsip.
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.
Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
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20.
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24.

25.

26.
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28.

29.

30.

31,

(1)

(2)

Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit
kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga
kearsipan.
Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis
dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan
yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang
masih dalam proses hukum.
Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib
diserahkan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak sesuai dengan
kewenangan berdasarakan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Retensi Arsip adalah ketentuan dalam bentuk petunjuk yang
memuat retensi minimal arsip masing-masing urusan pemerintahan yang
menjadi acuan dalam penyusunan JRA masing-masing lembaga.
Series adalah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan dikelola
sebagai suatu entitas informasi karena adanya keterkaitan secara
fungsional, kegiatan dan kesamaan subjek.
Berkas adalah himpunan arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan
dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis
dan kesamaan masalah.
Isi berkas adalah arsip yang merupakan informasi terkecil yang sudah tidak
dapat dibagi lagi secara intelektual, yang mencerminkan penyelesaian setiap
butir transaksi.
Pencipta arsip adalah lembaga Negara, pemerintahan daerah, perguruan
tinggi negeri, BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta, perusahaan swasta,
organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan.
Pimpinan pencipta arsip adalah kepala lembaga dari pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi
kepentingan pengguna arsip.
Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara :

a. memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan
pemerintahan daerah,

b. memusnahkan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan

c. menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan dalam lingkungan
pemerintahan daerah kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak.

BAB II
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

JRA Substantif Urusan Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
JRA Substantif Urusan Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. jenis/series Arsip,
b. jangka waktu simpan aktif dan inaktif, dan
c. keterangan yang berisi pernyataan musnah dan permanen



(3) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria
sebagai berikut :

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di unit pengolah, dan

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit
kerja terkait dan kepentingan Perangkat Daerah.

(4) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok
masalah pada naskah selesai diproses.

(5) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya

Pasal 3

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat
rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermanenkan

(2) Keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dan
dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip

tersebut tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder, dan
b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna

kesejarahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jenis Arsip Urusan Pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Pemerintahan
Daerah meliputi :

a. Pemeriksaan Keuangan,
b. Pengawasan Keuangan,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

tetapkan di Siak Sri Indrapura
1 tahggal 238 April 2020

IAK

AL

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 April 2020

Pj. Ni
win,

DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 42
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Pem

buat
Kom

itm
en

c.
Kuasa

Pengguna
Barang/Jasa

d.
Bendahara

U
m
um

D
aerah

dan
Kuasa

Bendahara
U
m
um

D
aerah

e.
Pejabat

Penandatanganan
SPM

f.
Bendahara

Penerim
aan/Pengeluaran

g.
Pengelola

Barang
term

asuk
berita

acara
serah

terim
ajabatan

2.
Surat

Penyedia
D
ana

(SPP,
SPM

,
dan

SP2D
J: U

P,
G
U
,TU

, LS, Kontrak
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

3.
Pendapatan
a.

Pendapatan
Asli D

aerah
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

1).
Surat

Ketetapan
Pajak

D
aerah

pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2).
Surat

Setoran
Pajak

(SSP)
D
aerah

,
D
okum

enTanda
Buktil

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

Pem
bayaran,

Surat
Pem

beritahuan
Pajak

D
aearah

,
SPJ

Bendahara
Penerim

a
, D

okum
en

Slip
Setoran

Bank
(Pajak

D
aerah)

-Pajak
H
otel

-Pajak
Restoran

-
Pajak

H
iburan

-Pajak
Reklam

e
-Pajak

Penerangan
Jalan

-Pajak
M
ineral Bukan

Logam
dan

Bantuan
-
Pajak

Air
Tanah

-Pajak
Sarang

Burung
W
alet

pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai



2
3

4
5

-PBB
Sektor

Perdesaan
dan

perkotaan
-
Bea

Perolehan
H
ak

atas
Tanah

dan
atau

Bangunan
(BPH

TB)
3)

Pendaftaran,
Pendataan

Pajak
D
aerah

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

-
Pajak

H
otel

pertanggungjaw
aban

APBD
-
Pajak

Restoran
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

-
Pajak

H
iburan

pem
eriksaan

telah
selesai

-Pajak
Reklam

e
-
Pajak

Penerangan
Jalan

-
Pajak

M
ineral Bukan

Logam
dan

Bantuan
-
Pajak

Air
Tanah

-
Pajak

Sarang
Burung

W
alet

-PBB
Sektor

Perdesaan
dan

perkotaan
-Bea

Perolehan
H
ak

atas
Tanah

dan
atau

Bangunan
(BPH

TB)

4)
Rekap

Pajak
D
aeah,

SPTPD
Pajak

D
aeah

Rekap
D
ata

Identitas
W
P

,
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

Rekap
Blangko

Pem
gukuhan

W
P
dan

Rekap
Kartu

N
PW

PD
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

5)
Rekap

Realisasi Perkecam
atan

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

N
I



2
3

5

6)8).

9).

Rekap
Billing

Kegiatan
Pajak

H
otel

dan
Restoran

D
ekum

en
Pem

eriksaan
Pajak

D
aerah

Surat
Ketetapan

Retribusi D
aerah

BuktiPenarikan
Retribusi,

antara
lain:

a).
Retribusi

Jasa
um

um
-RetribusiPelayanan

Kesehatan
-RetribusiPelyanan

Persam
pahan/Kebersihan

-
RetribusiPenggantian

Biaya
Cetak

KTP
dan

Akte
Kelahiran

-
RetribusiPelayanan

Pem
akam

an
dan

Pengabuan
M
ayat

-RetribusiPelayanan
Parkir

diTepi Jalan
U
m
um

-Retribusi
Pelayanan

Pasar
-
RetribusiPengujian

Kendaraan
Berm

otor
-Retribusi Pem

eriksaan
Alat

Pem
adam

Kebakaran

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

Perm
anen

Perm
anen

Perm
anen

M
usnah

7)

Ji



pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
3

4
5

b).
Retribusi Jasa

U
saha

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

-
Retribusi

Pem
akaian

Kekayaan
D
aerah

pertanggungjaw
aban

APBD
-
RetribusiPersam

pahan/Kebersihan
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

-
Retribusi Term

inal
pem

eriksaan
telah

selesai
-
RetribusiTem

pat
Khusus

Parkir
-
RetribusiTem

pat
Penginapan/Pesanggrahan

/ Villa
-RetribusiRum

ah
Potong

H
ew

an

c).
Retribusi

Perizinan
tertentu

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

-Retribusi
Izin

Pengendalian
M
enara

Telekom
unikasi

pertanggungjaw
aban

APBD
-
Retribusi Izin

M
endirikan

Bangunan
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

-Retribusi Izin
Trayek

pem
eriksaan

telah
selesai

d). RetribusiPengendalian
Lalu

Lintas
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

e).
Retribusi

Perpanjangan
Izin

M
em

pekerjakan
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

Tenaga
Kerja

Asing
(IM

TA)
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

10).
BuktiPenerim

aan
Jasa

Layanan
kesehatan

M
asyarakat

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

D
inilai

Kem
bali

FA



2
3

5
11).

D
okum

en
Rasionalitas

H
asilPengelolaan

Kekayaan
D
aerah

12).
Bukti

Penerim
aan

SKPD
dariBadan

Layanan
U
m
um

13).
BuktiPenerim

aan
H
asil

Pengelolaan
D
ana

Bergulir

14).
BuktiPenerim

aan
Bunga

dan
atau

Jasa
G
iro

pada
Bank

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

Perm
anen

D
inilai

Kem
bali

Perm
anen

Perm
anen



2
3

b.
D
okum

en
Penerim

aan
D
ana

Perim
bangan:

1).

2).

3).

4.5).

D
ana

Bagi H
asilyang

Bersum
ber

dariPajak
dan

Bukan
Pajak

D
ana

Bagi H
asiluntuk

D
aerah

D
ana

Alokasi U
m
um

(D
AU

)

D
ana

Perim
bangan

untuk
D
aerah

Yang
Tidak

M
enerim

a
D
AU

D
ana

Alokasi Khusus
(D
AK)

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

M
usnah

Perm
anen

M
usnah

M
usnah

Perm
anen



2
3

Cc.
D
okum

en
Penerim

aan
Lain-lain

1).
Alokasi D

ana
Penyesuaian

2).
D
ana

O
tonom

i Khusus
dan

D
ana

Bantuan
O
perasional Sekolah

Pendapatan
yang

Sah:

3).
Bagi H

asilPajak
dariPem

erintah
Provinsi

4).
Bantuan

Keuangan
Pem

erintah
Provinsi

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan,
dan

tindak
lanjut

hasilpem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan, dan
tindak

lanjut
hasilpem

eriksaan
telah

selesai

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

5
Tahun

M
usnah

Perm
anen

Perm
anen

Perm
anen



2
3

4
5

5).
Penerim

aan
H
ibah

Yang
Bersum

ber
dariAPBN

,
Pem

erintah
D
aerah

|
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

lainnya
atau

Sum
bangan

Pihak
Ketiga

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan,

dan
tindak

lanjut
hasilpem

eriksaan
telah

selesai

d.
Surat

Setoran
Bukan

Pajak
(SSBP)

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

e.
Penerim

aan
Sisa

Lebih
Perhitungan

Anggaran
(SiLPA)

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan,

dan
tindak

lanjut
hasilpem

eriksaan
telah

selesai

f.
D
oka

Selam
a
barang

dim
iliki

-
Perm

anen

g.
D
okum

en
Piutang

D
aerah

Selam
a
piutang

belum
tertagih

-
Perm

anen

h.
D
okum

en
Pengelolaan

Investasi
Selam

a
investasi m

asih
ada

-
Perm

anen

4,
Belanja
a.

D
okum

en
Belanja

Langsung
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

1).
Belanja

Pegaw
ai

pertanggung-jaw
aban

APBD
2).

Belanja
Barang

Jasa
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
3).

Belanja
M
odal

pem
eriksaan

telah
selesai



2
3

4
5

b.
D
okum

en
Belanja

Tidak
Langsung

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

1).
Pegaw

ai
pertanggung-jaw

aban
APBD

2).
H
ibah

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
3).

Belanja
Bagi H

asil
pem

eriksaan
telah

selesai
4).

Subsidi
5).

Bunga
6).

Bantuan
Sosial

7).
Bantuan

Keuangan
8).

Belanja
Tidak

Terduga
5.

Pem
biayaan

D
aerah

a.
BuktiPenerim

aan
Pem

biayaan
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

1).
SiLPA

pertanggung-jaw
aban

APBD
2).

D
ana

Cadangan
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

3).
D
ana

Bergulir
pem

eriksaan
telah

selesai
4).

Pinjam
an

D
aerah

5).
Pengalihan

Piutang
PBBP2

m
enjadi PAD

b.
Bukti

Pengeluaran
Pem

biayaan
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

1).
InvestasiJangka

Panjang
D
alam

Bentuk
D
ana

Bergulir
pertanggung-jaw

aban
APBD

2).
Penyertaan

M
odalpada

BU
M
D

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
3).

Penam
bahan

Penyertaan
M
odalpada

BU
M
D

pem
eriksaan

telah
selesai

4).
Pengeluaran

dari D
ana

Cadangan
5).

Pem
biayaan

bagi U
saha

M
asyarakat Kecildan

M
enengah

(U
M
KM

)
6).

Penyertaan
M
odalkepada

Bank
Perkreditan

Rakyat
(BPR)

m
ilik

Pem
erintah

D
aerah

6.
D
okum

en
Penatausahaan

Keuangan
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
S
Tahun

M
usnah

a.
Surat

Penyediaan
D
ana

(SPD
)

b.
Surat

Perm
ohonan

Pem
bayaran

(SPP)
c.

Surat
Perintah

M
em

bayar
(SPM

)
d.

Surat
Perintah

Pencairan
D
ana

(SP2D
)

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai



2
3

4
5

7.
Pertanggungjaw

aban
Penggunaan

D
ana

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

a.
Buku

Kas
U
m
um

(BKU
)

pertanggung-jaw
aban

APBD
b.

Buku
Kas

Pem
bantu

(BKP)
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

c.
Ringkasan

Perincian
Pengeluaran

O
bjek

pem
eriksaan

telah
selesai

d.
Rekening

Koran
Bank

e.
Laporan

pertanggung-jaw
aban

Fungsional dan
Adm

inistrasi
f.

Buktipenyetoran
Pajak

g.
Register

Penutupan
Kas

h.
Berita

Acara
Pem

eriksaan
i.

Laporan
RealisasiAnggaran

(LRA),
N
eraca, Catatan

atas
Laporan

j.
Laporan

Pendapatan
N
egara

k.
Laporan

Keadaan
KreditAnggaran

(LKKA)
Bulanan

/
Tiw

ulan
/

1.
Bukti Kas

Pengeluaran
berikut

lam
pirannya

8.
D
aftar

G
aji

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
3
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

9.
D
ata

Rekening
Bendahara

U
m
um

D
aerah

(BU
D
)

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

Selam
a
yang

bersangkutan
5
tahun

M
usnah

10. Kartu
G
aji

m
asih

m
enjadi pegaw

ai



1
2

3
4

5

11.
Laporan

Keuangan
Tahunan

terdiri dari:
3
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

Perm
anen

a.
Laporan

RealisasiAnggaran
(LRA)

pertanggung-jaw
aban

APBD
b.

N
eraca

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
c.

Laporan
Perubahan

Saldo
Lebih

pem
eriksaan

telah
selesai

d.
Laporan

O
perasional

e.
Laporan

Arus
Kas

f.
Laporan

Perubahan
Ekuitas

g.
Catatan

atas
Laporan

Keuangan
(CaLK)

h.
SPJ

Fungsional
Penerim

aan
i.

Lap.
Prognosis

j.
Lap.

Piutang
k.

SPJ
Fungsional Pengeluaran

1.
SP2D

m
.
Rancangan

Peraturan
D
aerah

n.
Rancangan

Peraturan
Bupati

O
o.

D
PPA

-SKPD
D
.
IPIN

JAM
AN

/H
IBAH

LU
AR

N
EG

ERI
1.

D
okum

en
Perm

ohonan
Pinjam

an/H
ibah

Luar
N
egeri (Blue

Book)
1
tahun

setelah
diterbitkan

3
tahun

Perm
anen

2.
D
okum

en
Kesanggupan

N
egara

D
onor untuk

M
em

biayai(G
reen

Book)
1
tahun

setelah
Loan

Agreem
ent

3
tahun

Perm
anen

D
itandatangani

3.
D
okum

en
M
em

orandum
of U

nderstanding
(M

oU
), dan

dokum
en

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

sejenisnya
pinjam

an
berakhir

4.
D
okum

en
Loan

Agreem
ent

(PH
LN

) seperti
:D

raft Agreem
ent, Legal

2
tahun

setelah
perjanjian

0...
0.

.
5
tahun

Perm
anen

O
pinion, Surat

m
enyurat

dengan
Lender

pinjam
an

berakhir

5.
D
okum

en
Alokasi dan

RelokasiPenggunaan
D
ana

Luar
N
egeri, a.l.

:
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

U
sulan

Luncuran
D
ana

pinjam
an

berakhir

6.
Aplikasi Penarikan

D
ana

BLN
berikut

lam
pirannya

:
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

M
usnah

Reim
bursem

ent
D
irectPaym

ent/ Transfer Procedure
Special Com

m
itm

ent/
L/ C

O
pening

Special Account/Im
prest Fund

pinjam
an

berakhir
a.b.



1
2

3
4

5

7.
D
okum

en
O
torisasi Penarikan

D
ana

(Paym
ent Advice)

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

M
usnah

pinjam
an

berakhir

8.
D
okum

en
Realisasi Pencairan

D
ana

Pinjam
an/H

ibah
Luar

N
egeri,yaitu:

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

Surat
Perintah

Pencairan
D
ana,

SPM
beserta

lam
pirannya,

antara
lain:

pinjam
an

berakhir
SPP, Kontrak, BA,

dan
data

pendukung
lainnya.

9.
Replenishm

ent
(Perm

intaan
Penarikan

D
ana

dariN
egara

D
onor)

m
eliputi

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

antara
lain:

N
o
O
bjection

Letter
(N
O
L), Project

Im
plem

entation,
pinjam

an
berakhir

N
otification

ofContract, W
ithdraw

al Authorization
(W

A), Statem
ent of

Expenditure
(SE)

10
Staff Appraisal Report

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

pinjam
an

berakhir

11.Report
/Laporan

yang
terdiri dari:

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

a.
Progress

Report
pinjam

an
berakhir

b.
M
onthly

Report
Cc.

G
uarterly

Report
12.Laporan

H
utang

D
aerah

:
2
tahun

setelah
perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

a.
Laporan

Pem
bayaran

H
utang

D
aerah

pertanggungjaw
aban

APBD
b.

Laporan
PosisiH

utang
D
aerah

disahkan

13.
Com

pletion
Report/Annual Report

2
tahun

setelah
perjanjian

-
Perm

anen
pinjam

an
berakhir

14.Ketentuan/Peraturan
yang

m
enyangkut

Pinjam
an/H

ibah
Luar

N
egeri

1
tahun

setelah
diperbaharui

5
tahun

Perm
anen

E.
IPEN

G
ELO

LAAN
APBD

/D
AN

A
PIN

JAM
AN

/H
IBAH

LU
AR

N
EG

ERI
(PH

LN
)

1.
Keputusan

Kepala
D
aerah

tentang
Penetapan:

Selam
a
m
asih

m
enjabat

3
tahun

M
usnah

Pengguna
Anggaran

atau
Kuasa

Pengguna
Anggaran

Pejabat
Pem

buat
Kom

itm
en

Kuasa
Pengguna

Barang/Jasa
Bendahara

U
m
um

D
aerah

dan
Kuasa

Bendahara
U
m
um

D
aerah

Pejabat
Penandatanganan

SPM
Bendahara

Penerim
aan

/ Pengeluaran

mt M0 ND

Pengelola
Barang

term
asuk

berita
acara

serah
terim

ajabatan

1



1
2

3
4

5

F.
ISI

STEM
AKU

N
TAN

SI
KEU

AN
G
AN

D
AERAH

(SAKD
)

1.
M
anualIm

plem
entasi Sistem

AkuntansiKeuangan
D
aerah

(SAKD
)

Selam
a
belum

ada
perubahan

2
Tahun

Perm
anen

2.
D
okum

en
Kebijakan

Akuntansi
Selam

a
belum

ada
perubahan

2
Tahun

Perm
anen

3.
Arsip

D
ata

Kom
puter

dan
Berita

Acara
Rekonsiliasi

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

4.
Laporan

RealisasiAnggaran
dan

N
eraca

Bulanan/Triw
ulanan/Sem

esteran
|

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

G
.
IPEN

YALU
RAN

AN
G
G
ARAN

TU
G
AS

PEM
BAN

TU
AN

1.
Surat

Penetapan
Pengguna

Anggaran/Kuasa
Pengguna

Anggaran,
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

Bendahara
atas

Pengguna
Anggaran

Kegiatan
Pem

bantuan, term
asuk

pertanggung-jaw
aban

APBD
Spesim

en
Tanda

Tangan
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2.
Berkas

Perm
intaan

Pem
bayaran

(SPP)
dan

lam
pirannya

:
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
Tahun

M
usnah

a.
SPP-LS, SPP-G

U
,
SP3,

D
aftar

Perincian
Penggunaan

D
ana, SPPR-LS,

b.
Penagihan/Invoice, Faktur

Pajak, Bukti
Penerim

aan
Kas/Bank

beserta
buktiPendukungnya

al
:Copy

Faktur
Pajak

dan
N
ota

Kredit Bank
c.

Perm
intaan

Pelayanan
Jasa/ Service

Report
dan

Berita
Acara

Penyelesaian
Pekerjaan

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai



1
2

3
4

5

3.
Buku

Rekening
Bank

3
Tahun

setelah
Perda

tentang
7
Tahun

M
usnah

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

4.
Keputusan

Pem
bukuan

Rekening
Selam

a
rekening

m
asih

aktif
-

Perm
anen

5.
Pem

bukuan
anggaran

terdiri
dari

:
Selam

a
rekening

m
asih

aktif
5
tahun

M
usnah

Buku
Kas

U
m
um

(BKU
), Buku

Pem
bantu,

Register
dan

Buku
Tam

bahan

H
.
IPEN

ERIM
AAN

AN
G
G
ARAN

TU
G
AS

PEM
BAN

TU
AN

1.
Berkas

penerim
aan

keuangan
pelaksanaan

dan
tugas

pem
bantuan,

3
Tahun

setelah
Perda

tentang
7
Tahun

M
usnah

term
asuk

dana
sisa

atau
pengeluaran

lainnya
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2.
Berkas

Penerim
aan

Pajak
term

asuk
pph

21,pph
22, PPh

23,
dan

PPn,
3
Tahun

setelah
Perda

tentang
7
Tahun

M
usnah

D
enda

Keterlam
batan

M
enyelesaikan

Pekerjaan, dll
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

I.
IPEN

G
ELO

LAAN
AN

G
G
ARAN

PILKAD
A
D
AN

BIAYA
BAN

TU
AN

PEM
ILU

D
ARI

1.
D
okum

en
Penyusunan

Anggaran
Pilkada

dan
Biaya

Bantuan
PEM

ILU
dari

a.
Kebijakan

Keuangan
Pilkada

dan
Penyusunan

Anggaran
Bantuan

Pem
ilu

|
2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai



2
3

.
Peraturan/Pedom

an/Standar
Belanja

Pegaw
ai, Barang

dan
Jasa,

O
perasional dan

Kontingensi untuk
Biaya

Pilkada
dan

Bantuan
Pem

ilu

.
Bahan

U
sulan

Rencana
Kegiatan

dan
Anggaran

(RKA)
Pilkada

KPU
D
,
PPK,

PPS, KPPS
dan

Panw
asda,

Perm
ohonan

Pengajuan
RKA

KPU
D
dan

Panw
as

.
Berkas

Pem
bahasan

RKA
pilkada

dan
Bantuan

Pem
ilu

D
okum

en
Rancangan

Anggaran
Satuan

Kerja
(D
RASK)

Pilkada
KPU

D
dan

Panw
as

Kabupaten
dan

Bantuan
Biaya

Pem
ilu

dari APBD

.
Berkas

Pem
bentukan

D
ana

Cadangan
Pilkada

.
Bahan

Rapat
Rancangan

Peraturan
D
aerah

tentang
Pilkada, dan

Bantuan
Biaya

Pem
ilu

dari APBD

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

5
tahun

5
tahun

5
tahun

5
tahun

5
tahun

Perm
anen

M
usnah

M
usnah

M
usnah

M
usnah

M
usnah

fgh.



2
3

i.
N
ota

Persetujuan
D
PRD

tentang
Perda

APBD
Pilkada

dan
Bantuan

Biaya
Pem

ilu
dari APBD

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

M
usnah

PELAKSAN
AAN

AN
G
G
ARAN

PILKAD
A
D
AN

AN
G
G
ARAN

BIAYA
BAN

TU
AN

1.
Berkas

Penetapan
Bendahara

dan
Atasan

Langsung
Bendahara

KPU
D
,

Bendahara
pada

Panitia
Pilkada

dan
Pem

ilu

2.
Berkas

Penerim
aan

Kom
isi,

Rabat
Pem

bayaran
Pengadaan

Jasa,
Bunga,

Pelaksanaan
Pilkada/ Pem

ilu

3.
Berkas

Setor
Sisa

D
ana

Pilkada/ Pem
ilu

term
asuk

Setor
Kom

isiPengadaan
Barang/Jasa,

Rabat,Bunga, Jasa
G
iro

4.
Berkas

Penyaluran
Biaya

Pem
ilu

term
asuk

diantaranya
Bukti Transfer

Bank

5.
Pedom

an
D
okum

en
Penyediaan

Pem
biayaan

Kegiatan
O
perasional (PPKO

)
term

asuk
Perubahan

/Pergeseran/ Revisinya

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

5
tahun

5
tahun

5
tahun

5
tahun

5
tahun

M
usnah

M
usnah

M
usnah

M
usnah

M
usnah



1
2

3
4

5

K.
IPELAKSAN

AAN
AN

G
G
ARAN

O
PERASIO

N
AL

PEM
ILU

1.
D
okum

en
Penyediaan

Pem
biayaan

Kegiatan
O
perasional(PPKO

) Pem
ilu

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

dan
PPKO

Kabupaten
term

asuk
Perubahan/Pergeseran/Revisinya

pertanggung-jaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2.
Berkas

Penyaluran
Biaya

Pem
ilu

term
asuk

diantaranya
Bukti Transfer

2
Tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Bank
pertanggung-jaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

3.
Berkas

Penyaluran
Biaya

Pem
ilu

ke
PPK,PPS, dan

KPPS
term

asuk
1
Tahun

setelah
U
U
tentang

5
tahun

M
usnah

diantaranya
BuktiTransfer

Bank, dil
Pertanggungjaw

aban
APBN

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

L.
)IPEM

ERIN
TAH

AN
D
ESA

1.
D
okum

en
Rencana

Anggaran
Pendapatan

dan
Belanja

D
esa

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

M
usnah

anggaran
berakhir

2.
Program

Kerja
Pem

erintah
D
esa:

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

a.
Rencana

Kerja
Pem

bangunan
Jangka

M
enengah

D
esa

anggaran
berakhir

b.
Rencana

Kerja
Perangkat

D
esa

3.
D
okum

en
Anggaran

Pendapatan
dan

Belanja
D
esa

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

4.
BuktiPungutan

D
esa

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

M
usnah

anggaran
berakhir



2
3

4
5

5.
D
okum

en
Pem

bebasan
Eks

Tanah
Kas

D
esa

:
2
Tahun

setelah
serah

terim
a

3
Tahun

Perm
anen

a.
Peraturan

D
esa

tentang
Pem

bebasan
Tanah

Kas
D
esa

b.
Pem

ohonan
tentang

Pem
bebasan

Tanah
Kas

D
esa

c.
H
asilpersetujuan/rapat

d.
Rekom

endasiBupatitentang
persetujuan

pem
bebasan

tanah

e.
Persetujuan

Bupatitentang
hasilm

usyaw
arah

harga
tanah

kas
D
esa

f.
Proses

Pelepasan
H
ak

Tanah
Kas

D
esa

g.
Pem

belian
Tanah

Pengganti
h.

M
usyaw

arah
tanah

H
ak

M
ilik

untuk
dibelim

enjadipengganti
i.

Rekom
endasiBupatitentang

Persetujuan
Pem

bebasan
Tanah

j.
Pelepasan

Tanah
H
ak

M
ilik

m
enjadi Kas

D
esa

6.
D
okum

en
Perjanjian

Sew
a
Tanah

Kas
D
esa

Selam
a
dokum

en
m
asih

berlaku
10

Tahun
Perm

anen

a.
Sew

a
Tanah

Kas
D
esa

tidak
berubah

fungsi
b.

Sew
a
Tanah

Kas
D
esa

berubah
fungsi

1).
Peraturan

D
esa

tentang
sew

a
tanah

kas
D
esa

2).
Penaw

aran
dari

Penyew
a

3).
Rekom

endasiBupatitentang
ijin

penyew
aan

tanah
kas

D
esa

4).
Perm

ohonan
Ijin

Bupati
5).

Ijin
Bupati

7.
D
okum

en
Perubahan

Peruntukkan
Tanah

Kas
D
esa

Selam
a
m
asih

berlaku
2
Tahun

Perm
anen

a.
Peraturan

D
esa

tentang
perubahan

peruntukkan
Tanah

Kas
D
esa

b.
Rekom

endasiBupati tentang
persetujuan

pem
bebasan

tanah
C.

Ijin
tertulis

Bupati

8.
Surat

Kedudukan
Keuangan

Kepala
D
esa

dan
Pam

ong
2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

9.
Lain-lain

Pendapatan
Asli D

esa
2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

10.
Pem

bukuan
Kas

D
esa

Selam
a
m
asih

beriaku
3
Tahun

Perm
anen

a.
Buku

Kas
U
m
um

b.
Buku

Bantu
Pengeluaran



2
3

4
5

11.
BuktiPengeluaran

Keuangan
Kas

D
esa

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

12.
Laporan

Keuangan
Kas

D
esa

2
Tahun

setelah
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

13.
Pertanggungjaw

aban
Kepala

D
esa

(Laporan
Keuangan

Tahunan
D
esa)

1
Tahun

setelah
Tahun

1
Tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

.
IPEM

ERIKSAAN
/PEN

G
AW

ASAN
KEU

AN
G
AN

D
AERAH

1.
Laporan

H
asil Pem

eriksaan
Badan

Pem
eriksa

Keuangan
Republik

2
Tahun

setelah
tindak

lanjut
5
Tahun

Perm
anen

Indonesia
atas

Laporan
Keuangan

selesai

2.
H
asilPengaw

asan
dan

Pem
eriksaan

Internal
2
Tahun

setelah
tindak

lanjut
5
Tahun

Perm
anen

selesai

3.
Pelaksanaan

Pengaw
asan

a.
1).

Laporan
H
asil

Pem
eriksaan

(LH
P),

Laporan
H
asil Evaluasi(LH

E),
2
Tahun

setelah
tindak

lanjut
5
Tahun

Perm
anen

Laporan
Akuntan

(LA), Laporan
Auditor

Independen
(LAI) yang

selesai
m
em

erlukan
tindak

lanjut
(TLI|

2).
Laporan

H
asilAudit

Investigasi(LH
AI) yang

m
engandung

unsur
Setelah

keputusan
m
em

punyai
5
Tahun

Perm
anen

Tindak
Pidana

Korupsi (TPK)
dan

m
em

erlukan
tindak

lanjut
kekuatan

hukum
tetap

3).
Laporan

Aparat
Pem

eriksa
Fungsional

:
2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen

a).
LH

P
(Laporan

H
asilPem

eriksaan)
b).

M
H
P

( M
em

orandum
H
asilPem

eriksaan)
ec). Tindak

Lanjut/
Tanggapan

LH
P

b.
Laporan

Pem
utakhiran

D
ata

Tindak
Lanjut Tem

uan
2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen



2
3

4
5

c.
Laporan

Perkem
bangan

Barang
M
ilik

N
egara/ D

aerah
(BM

N
/D
)

2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen

d.
Laporan

Kegiatan
Pendam

pingan
Penyusunan

Laporan
Keuangan

dan
2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

M
usnah

Review
Pem

erintah
D
aerah

e.
G
ood

Corporate
G
overnance

(G
CG

)
2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen

3.
Laporan

Aparat
Pem

eriksa
Fungsional

:
2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen

a.
LH

P
( Laporan

H
asil

Pem
eriksaan)

b.
M
H
P

( M
em

orandum
H
asilPem

eriksaan)
c.

Tindak
Lanjut/

Tanggapan
LH

P

4.
D
okum

en
Penyelesaian

Keuangan
D
aerah:

2
Tahun

setelah
tagihan

3
Tahun

setelah
hak

Perm
anen

a.
Tuntutan

Perbendaharaan
tuntutan

perbendaharaan/
dan

kew
ajiban

habis

b.
Tuntutan

G
antiRugi

tuntutan
ganti rugi dilunasi

PEN
G
ELO

LAAN
BARAN

G
M
ILIK

D
AERAH

1.Inventarisasi
dan

M
utasi Aset

a.
Laporan

Sensus
Barang

M
ilik

D
aerah

2
Tahun

setelah
ditindaklanjuti

5
Tahun

Perm
anen

b.Buku
induk

inventarisasi
Selam

a
m
asih

berlaku
5
Tahun

M
usnah

c.
Laporan

Barang
M
ilik

daerah
2
Tahun

setelah
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